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DUKUNGAN UNTUK PSS: Pengendara sepeda motor melintas menuju Jalan Kabupaten, Nogotirto, Gamping, Sleman,
yang di kiri dan kanannya terdapat spanduk dukungan untuk Tim Sepakbola PSS, Minggu (23/3/2025) malam.
Dukungan untuk tim kebanggaan Sleman yang nasibnya masih belum pasti di Liga 1 tersebut ditunjukkan dengan me-
masang sejumlah spanduk di berbagai tempat.

Dinilai
keadaan hidup," kata Kapendam XVII
Cenderawasih Kol Inf Chandra Kumiawan di
Jayapura, Minggu (23/3).

Menurutnya, aksi yang dilakukan KKB sa-
ngat biadab karena membunuh serta mem-
bakar hidup-hidup enam orang guru di
rumahnya serta membakar bangunan seko-
lah yang ada di di Kampung Anggruk Distrik
Anggruk Kab. Yahukimo (21/3).

"Para korban belum dapat dievakuasi, na-
mun TNI-Polri bersama Pemda Yahukimo
sedang berupaya untuk mengevakuasi para
korban," kata Kol Inf Chandra seraya
menambahkan, dari laporan yang diterima
terungkap, KKB juga melakukan aksi meram-
pok uang warga.

Adapun korban sementara yang terhim-
pun empat orang, yaitu T (guru), F (guru), F
(quru) dan | (nakes), sedangan dua korban
lainnya masih didata. "Sabtu (22/3), sebanyak
58 guru dan tenaga kesehatan beserta kelu-
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arga dari Distrik Heriyapini, Kosarek, Ubalihi,
Nisikni, Walma dan Distrik Kabiyanggama,
telah diungsikan menggunakan Pesawat
Adventist Aviaton ke Wamena," kata
Kapendam XVII Cenderawasih Kol Inf
Chandra Kumiawan.

Pemerintah Daerah Yahukimo Papua
Pegunungan sendiri, mengevakuasi tenaga
guru dan paramedis dari kawasan sekitar
Anggruk guna menghindari gangguan kea-
manan yang dilakukan KKB.

"Memang benar sejumlah tenaga guru dan
paramedis saat ini sudah dievakuasi ke
Wamena guna mengantisipasi terjadinya
gangguan keamanan yang dilakukan KKB,"
kata Bupati Yahukimo Didimus Yahuli kepada
Antara, Sabtu (22/4) malam.

Dihubungi dari Jayapura, Bupati Didimus
mengatakan tenaga guru yang merupakan
guru kontrak dalam program "Yahukimo pin-
tar" dan berada di sekitar Anggruk yakni dari

Distrik Prongkoli, Helirik Walma, Panggema
dan Kosarek dievakuasi menggunakan dua
pesawat .

Evakuasi dilakukan guna mengaman-
kan para guru, namun hingga kini belum
ada pesawat yang masuk ke dalam tujuh
kali penerbangan dengan menggunakan
dua pesawat.

Terkait pembunuhan tenaga guru kontrak
dan pembakaran rumah guru di Anggruk,
Bupati Yahukimo mengaku belum dapat
memastikan karena tidak ada perusahaan
penerbangan sipil yang mau terbang ke
wilayah itu.

"Pemda Yahukimo sudah berupaya, na-
mun cuaca di Anggruk tidak bersahabat dan
tidak ada perusahaan penerbangan sipil yang
mau terbang kesana," kata Bupati Didimus
seraya menyayangkan aksi kekerasan yang
menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

(Ant/Obi)-f
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akan berlangsung pada 24-30 Maret
2025. Untuk waktu, akan ada tiga
waktu keberangkatan setiap harinya,
yakni pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB,
dan 20.00 WIB.

Kendaraan yang disiapkan oleh
Polda Jateng adalah sembilan bus,
enam truk, dan tiga mobil patwal.

Adapun layanan Valet & Ride disedi-
akan Polri di jalur Jawa Tengah di mana
pengendara motor yang lelah bisa
menitipkan motor ke truk dan beralih ke
bus. Kemudian secara bersama melan-
jutkan perjalanan hingga ke kampung
halaman.

Pelayanan ini tidak dipungut biaya.

Pekalongan Raya, Polda Jateng.
Untuk memanfaatkan layanan ini,
para pemudik motor bisa langsung
mendatangi Pos Pelayanan Valet &
Ride Polda Jateng di Nasmoco
Wanasari, Brebes. Pemudik hanya
perlu membawa KTP dan STNK untuk
mendapatkan nomor  registrasi.

TEMUKAN BERAS TAK SESUAI TAKARAN

Mendag Minta Masyarakat Melapor

JAKARTA (KR) - Menteri Perdagangan
(Mendag) Budi Santoso meminta masyara-
kat turut berperan dan melaporkan ke
Kementerian Perdagangan jika kembali
menemukan beras yang tidak sesuai de-
ngan takaran volume di kemasan.

"Pengawasannya sudah diperketat.
Memang ada lagi, tidak, temuan beras?
Kalau ada, laporkan ke kami juga, ya. Kami
(melakukan) pengawasan terus dengan
daerah-daerah juga," kata Mendag Budi
saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/3).

Hal ini dikemukakan menyusul Kemen-
dag yang menemukan sembilan pelaku
usaha yang mengurangi takaran beras, se-
hingga tidak sesuai dengan label pada ke-
masan.

Direktur Jenderal Perlindungan Kon-
sumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN)
Kemendag Moga Simatupang pada Jumat
(21/3) mengatakan, selama Januari hingga
Maret 2025 telah ditemukan sembilan pela-
ku usaha dari berbagai daerah di
Indonesia.

Tol.......coiiiiean.

Hasil survei menyebutkan, potensi perg-
erakan masyarakat selama libur Lebaran
tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta ji-
wa atau setara 52 persen dari total pen-
duduk Indonesia. Hasil survei juga menun-
jukkan puncak arus mudik diprediksi terjadi
pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan
potensi jumlah pergerakan masyarakat se-
banyak 12,1 juta orang (dengan penerapan
kebijakan work from anywhere/WFA).
Sedangkan, puncak arus balik diprediksi
terjadi pada H+5 atau 6 April 2025 dengan
potensi jumlah pergerakan masyarakat se-
banyak 31,49 juta orang.

Menurut Menhub, pergerakan pemudik
Lebaran 2025 sudah mulai terjadi di jalan tol
pada Sabtu (22/3). "Berdasarkan pantauan di
lapangan, saya melihat sudah mulai ada ke-
naikan pergerakan pemudik di jalan tol," kata
Menhub.

Menhub bersama Kakorlantas Polri Irjen
Pol Agus Suryonugroho memantau sejumlah
titik pergerakan pemudik Lebaran di jalur tol
Jakarta, Sabtu (22/3) malam. Titik pantau itu
dari Command Center Korlantas KM 29
Cikarang dan Pos Terpadu Operasi Ketupat

Kejari ................

Berdasarkan perhitungan

bukti dukung yang sah

Moga menyampaikan, sembilan pelaku
usaha beras tersebut telah diberikan sanksi
administratif. Kata Moga, Kemendag mela-
kukan edukasi berupa pembinaan dan pen-
dampingan terhadap pengemas di bawah
pembinaan Perum Bulog.

Selain itu, pada Selasa (18/3), Kemen-
dag kembali melakukan sosialisasi dan
edukasi kepada 74 Anggota Persatuan
Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras
Indonesia (Perpadi), serta pembinaan
kepada produsen/pengemas terkait de-
ngan penggunaan alat ukur/timbangan
yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

Moga menegaskan, sebagai tindaklanjut
pengawasan apabila ada indikasi pelang-
garan, maka akan dikenakan sanksi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Pasal 116, yaitu berupa tegu-
ran tertulis, penarikan barang, penghentian
sementara kegiatan usaha, penutupan gu-
dang, denda sampai dengan pencabutan
perizinan berusaha. (Ant/San)-f
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Lodaya Polri di Rest Area Km 57 untuk lintas
Tol Jakarta-Cikampek, serta Pos Terpadu
Operasi Ketupat di Rest Area Km 43 Cikupa
lintas Tol Jakarta-Merak.

Menurut Menhub, sudah mulai ada ke-
naikan pergerakan masyarakat pada kedua
ruas tol tersebut. Hal itu terjadi setelah
adanya kebijakan bekerja dari mana saja
atau work from anywhere (WFA). "Sudah
mulai ada kenaikan pergerakan pemudik di
jalan tol. Hal ini tentunya terkait dengan kebi-
jakan WFA (work from anywhere) yang mulai
berlaku 24 Maret besok," tutur Menhub.

Di ketiga titik itu, Menhub juga mendapat-
kan paparan dari Kakorlantas Polri terkait
langkah-langkah yang diambil oleh Polri
dalam mengatur jalannya Angkutan Lebaran,
termasuk dalam hal rekayasa lalu lintas apa-
bila terjadi kepadatan.

"Sangat bagus dengan commad center
yang ada di sini. Harapan saya pada pelak-
sanaan mudik kali ini bisa aman, lancar,
para pemudik bisa sampai dengan selamat
begitu juga mereka saat kembali ke asal ti-
ba dengan selamat," ucap Menhub.

(Ant/Ati/San)-f
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Perubahan atas UU No 31

Adapun rute yang digunakan adalah
dari check point Nasmoco di Brebes
Jawa Tengah, sampai dengan Polres-
tabes Kota Semarang. Program ini

Single.......oi i i e e

Pimpinan organisasi Advokat tidak

Kendaraan tersebut diperkirakan da-
pat mengangkut hingga 1.890 orang.
Adapun bus yang digunakan adalah
kendaraan dinas Polres Eks wilayah

nobile atau profesi yang terhormat.

Setelah registrasi, motor pemudik
akan diangkut truk dan pemudik akan
pergi menggunakan bus.
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mengatasnamakan Peradi dan pe-

sementara dari penyidik sebesar Rp 370.016.789 + Tahun 1999 tentang Pem-
ditemukan transaksi belanja Rp 19.730.000 + Rp berantasan Tindak Pidana
yang tidak benar yaitu se- 10.000.000 dengan jumlah  Korupsi, Subsidair Pasal 3
jumlah Rp 78.700.000,00 + Rp 399.746.789. Jo Pasal 18 UU No 31

(Ant/Has)-f
Rp 28.000.000,00 + Rp

35.445.000,00 + Rp 167.
961.789,00 + Rp 87.910.
000,00 dengan jumlah total
Rp 398.016. 789,00.

Pasal yang disangkakan
Primair Pasal 2 ayat (1) Jo
Pasal 18 Undang-Undang
(UU) No 31 Tahun 1999 ten-
tang Pemberantasan

Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah de-
ngan UU No 20 Tahun 2001

dapat dirangkap dengan pimpinan
partai politik, baik di tingkat Pusat
maupun di tingkat Daerah.

Dalam ketentuan tersebut setidak-
nya ada 2 (dua) hal pokok, yaitu
adanya perintah  terbentuknya
Organisasi Advokat Satu-satunya dan
peningkatan kualitas profesi Advokat.
Sudah memasuki waktu kurang lebih
22 Tahun UU Advokat diberlakukan
sejak diundangkan tanggal 5 April
2003 rasanya kedua hal tersebut
belum berhasil diwujudkan.
Organisasi Advokat satu-satu nya
hingga saat ini belum berhasil diwujud-
kan. Pada awal berlakunya UU saat
itu hanya ada kurang lebih 8 organisa-
si, saat ini sudah mencapai 50 lebih or-
ganisasi Advokat dan cenderung terus
bertambah. Demikian pula tujuan me-
ningkatkan kualitas profesi Advokat
rasanya juga belum berhasil, tapi
kuantitas jumlah Advokat terus
bertambah. Kejadian yang cukup
menghebohkan dan menarik perha-
tian masyarakat, karena perilaku
oknum Advokat yang tidak sesuai de-
ngan etika sebagai seorang Advokat,
bahkan terjadi di ruang sidang di
Pengadilan, jauh dari profesi advokat
yang dianggap sebagai Hb officium

Pasca diundangkan UU Advokat
dibentuk organisasi Advokat bernama
Perhimpunan Advokat Indonesia
(Peradi), namun selang beberapa
waktu terjadi perpecahan sehingga
memunculkan bentuk organisasi lain
seperti Konggres Advokad Indonesia
(KAI) dan lain-lain hingga saat ini.

Awalnya calon Advokat yang sudah
diangkat melalui proses PKPA yang di-
lasanakan oleh organisasi Advokat be-
lakangan, ada penolakan pen-
gangkatan sumpah oleh Pengadilan
Tinggi, namun dengan berbagai upaya
termasuk upaya hukum melalui MK
maupun MA, akhirnya calon-calon
Advokat dari organisasi Advokat
apapun tetap dilakukan pengangkatan
sumpah oleh Pengadilan Tinggi, hing-
ga sekarang. Kondisi demikian tidak
lepas dari Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.
01/1X/2015 tertanggal 25 September
2015, al. Advokat yang belum bersum-
pah atau berjanji, Ketua Pengadilan
Tinggi berwenang untuk melakukan
penyumpahan terhadap Advokat yang
telah memenuhi persyaratan dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 tahun
2003 tentang Advokat atas permohon-
an beberapa organisasi Advokat yang

ngurus organisasi Advokat lainnya
hingga terbentuknya Undang-Undang
Advokat yang baru.

Kalimat iorganisasi lainnyai inilah
yang semakin memberi peluang
bertambahnya organisasi Advokat.

Sudah waktunya diadakan perubahan
Undang-Undang Advokat dengan keten-
tuan yang tegas untuk dibentuknya or-
ganisasi Advokat satu-satunya, dengan
persyaratan yang jelas, misalnya organi-
sasi harus dalam bentuk perkumpulan
badan hukum yang disahkan Kemen-
terian hukum. Pengadilan Tinggi hanya
menerima permohonan pangangkatan
sumpah bagi calon-calon Advokat yang
diusulkan dari organisasi yang sah. Ka-
lau sudah terbentuk organisasi Advokat
berbadan hukum yang sah, Kementerian
Hukum sudah tidak lagi menerima per-
mohonan pengesahan badan hukum or-
ganisasi Advokat yang baru.

Dengan organisasi Advokat satu-sa-
tunya, maka dapat mewujudkan orga-
nisasi Advokat yang kuat sebagai
wadah para Advokat yang berkualitas,
professional, dan mandiri yang dibu-
tuhkan dan menjadi harapan bagi ma-
syarakat khususnya pencari keadilan.

(Penulis adalah Dosen Fakultas
Hukum Universitas Janabadra)-f

Selain itu, juga terdapat
belanja barang yang digu-
nakan tidak sesuai perun-
tukannya yaitu pembelian
AC merk Daikin sebesar Rp
19.730.000 dan perjalanan
dinas sebesar Rp
10.000.000 tanpa bukti
yang lengkap. Dari angka-
angka tersebut keselu-
ruhan uang yang dipergu-
nakan kepala sekolah tanpa

bagaimana

Kapolri....... ,—,—...;
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mekanisme yang diatur L‘
dalam  Undang-Undang i
Pers dan Kode Etik

Jurnalistik, yakni menggu-
nakan hak jawab atau hak

koreksi. "Dewan Pers men- Lokasi
ganjurkan Tempo mela- Bantul
porkan insiden teror terse-

Sleman
but kepada aparat kea-
manan dan penegak Wates
hukum sebab teror dan in- \Wonosari
timidasi merupakan tindak e

pidana," tambahnya.
(Ant/Has)-f
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Tindak Pidana Korupsi se-

dan ditambah dengan UU
No 20 Tahun 2001 tentang

tentang Perubahan atas UU

telah diubah No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi. (Jdm)-f
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Max Weber : Relevansi Gagasan Model Kepemimpinan Birokrasi Terhadap Kondisi Saat Ini (2)

kepemimpinan dalam organisasi yang dialami pada saat itu juga tersebut.

Apakah akan

melakukan kepempimpinan

Yusuf Amri Amrullah, SE MM
Dosen Prodi S-1 Kewirausahaan
Universitas Amikom Yogyakarta

DALAM kondisi saat ini
manusia sebagai bagian dari 6 M
(Man, Money, Machine, Matherial,
Method & Market), kepemimpinan
model birokrasi masih sangat
dibutuhkan, hanya saja model
birokrasinya yang perlu diubah.
Ketika bicara terkait dengan

tentu tidak lepas dari manajemen,
organisasi dan manajemen
merupakan 2 hal yang berbeda tapi
tidak bisa dipisahkan. Dalam
manajemen organisasi merupakan
objek yang dibahas, sedangkan
dalam organisasi objeknya adalam
manusia itu sendiri.

Dalam proses pembentukan
organisasi lingkungan eksternal
akan mempengaruhi budaya
organisasi tersebut. Banyak
penelitian yang menyangkut
pautkan model kepemimpinan
birokrasi yang menjadi gagasan
Max Webber tersebut, akan tetapi
belum tentu semuanya cocok, hal
ini dikarenakan objek pembahasan
pada saat itu dan kondisi saat ini
juga pasti berbeda, belum lagi
terkait dengan cakupan geografis
dan perubahan perilaku dari para
pelaku organisasi tersebut. Situasi

merupakan situasi masa perang
dunia, dan yang menjadi akar
pemikiran merupakan Sebagian
besar organisasi pemerintah.
Relevansi dalam kehidupan saat
ini yang bisa diambil dari model

kepemimpinan tersebut, yaitu
terkait dengan SOP dan
administrasi.

Hal inilah yang masih bisa
dikembangkan terkait dengan
kebutuhan manajemen dan
organisasi saat ini. Oktober 2024
Indonesia mengalami perubahan
struktur organisasi secara mayor
dengan adanya pelantikan
presiden terpilih. Semua berubah
apakah itu ada perampingan atau
bahkan pengemukan pada
organisasi tersebut. Tapi satu hal
yang perlu dicari tahu adalah
bagaimana mengelola manusia
yang ada dalam organisasi baru

menganggap manusia sebagai
investasi masa depan ataukan
Kembali ke arah sebagai faktor
produksi.

Banyak pemimpin saat ini
sudah merasa melakukan
pengelolaan tersebut kearah yang
benar, akan tetapi ternyata banyak
juga orang yang merasa dirugikan,
kemudian pertanyaan selanjutany
“Benarnya itu versi siapa?”. Tanpa
disadari beberapa pemimpin ini
masih membawa budaya
organisasi lamanya keorganisasi
yang baru, karena menganggap
berhasil pada ide-ide yang
diterapkan dahulu. Kemudian
ketika diterapkan di organisasi
yang baru, ternyata banyak yang
melakukan demo.

Secara ide yang dilakukan
mungkin tidak salah, tapi akan
menjadi salah pada saat

tersebut dengan melibatkan
anggota keluarga dalam organisasi
tersebut. Keluarga dalam artian
bahwa anggota keluarganya ini
harus mendapatkan pelayanan
yang sama seperti dia sebagai
seorang pemimpin. Hal inilah yang
tidak pas, apalagi diera sekarang
manusia dalam suatu organsiasi
sudah mulai saling terbuka, tidak
takut lagi terhadap “pemaksaan”
dalam hal pekerjaan (diluar
jobdesk), mereka akan langsung
speak up , jika tidak bisa
menyampaikan secara aturan
yang ada, akan dipakai aturan
sosial yaitu memviralkan.

Hal-hal dasar yang sering
terlupakan dalam kepemimpinan
organisasi yaitu adalah kewajiban
dan tanggung jawabnya sebagai
seorang pemimpin, jika terdapat
kasus seperti diatas mungkin
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Creative Economy Park

pemimpin tersebut tanpa disadari
sudah menuntut haknya terlebih
dahulu. Bukankah seharusnya hak
tersebut sudah pasti didapatkan?
Tidak salah juga jika pada akhirnya
mencari pemimpin itu yang sudah
pasti kaya terlebih dahulu, dengan
anggapan bahwa pemimpin yang
sudah kaya tersebut insha allah
main tidak akan KKN.

Tapi kembali lagi, sekuat
apakah iman pemimpin tersebut
dalam menghadapi lingkungan
organisasinya. Sebuah renungan
dikondisi yang sedang tidak pasti
dan banyaknya kepentingan yang
menaunginya.



